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MOTTO 
 
 يلىسىاكىتىػي ٍنىمًل ىبىٍقيعلا يةىما ىدىنىػف نلاًفاىغ يكىت ىلاىك ٍلىسٍكىت ىلاىك ٍدىهٍجًا 
Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan, dan jangan pula lengah, karena 
penyesalan itu akibat bagi orang yang bermalas-malasan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s/a s/ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح H}a Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 
 
x 
 
خ kha Kh Ka dan Ha 
د dal D De 
ذ zal z/ Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟…. Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ؼ fa F Ef 
ؽ qaf Q Ki 
 
 
xi 
 
ؾ kaf K Ka 
ؿ lam L El 
ـ mim M Em 
ف nun N En 
ك wau W We 
ق ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fath}ah a a 
 (ِ ـــــ) Kasrah i i 
(ِ  ْ ) Dammah u u 
 
 
xii 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بىذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل.....أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك.....أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ؿوح Ḥaula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م.....أ Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
م.....أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. ؿوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
 
 
xiv 
 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلأا ةضكر Rau}dah al-aṭ }fa>l/raud}atulatfa>l  
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اٌنبر Rabbana 
2. ؿٌزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
 
 
xv 
 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجٌرلا Ar-rajulu 
2. ؿلالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuduna 
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3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 مح امكمؿوسرلاإ د  Wa ma> Muhaamadun illa> rasu>l 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-hamdu lillahi  rabbil ‘a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
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maka penulisan kata tersebut dalamtransliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara 
yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخوله للها فإك 
Wa innalla>ha lahauwa khair ar-
ra>ziqi>n/Wa innalla>ha lahauwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 فازيلماك ليكلا اوفكأف Fa aufu>al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
EKHMON PRASTIYO WIDODO, NIM: 152.111.032, “PERLINDUNGAN 
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SISTEMBOOKING 
PERSPEKTIF UU NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM”   (Studi Kasus 
Terhadap Komunitas Cat's Lover Ngawi) 
Jual beli kucing sistem booking adalah jual beli yang mana dilakukan ketika 
kucing belum siap diadopsi akan tetapi pembeli harus membayar dimuka ataupun 
 
 
xx 
 
sekedar membayar uang muka terlebih dahulu dan baru akan melakukan pelunasan 
ketika kucing sudah siap untuk diadopsi.Dalam islam jual beli sistem booking ini 
disebut juga dengan jual beli salam. Jual beli yang demikian ini sangat rawan akan 
adanya salah satu pihak yang merassa dirugikaan, seperti halnya dalam penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti ini dimana dalam transaksi ini pihka pembeli merasa di 
rugikan karena objek yang di terima berbeda dengan kesepakatan. 
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi juual 
beli dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli sistem booking perspektif  
UU No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah field research. Sumber data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa perlindungan konsumen telah diatur 
dalam UUPK No.08 Tahun 1999 dan juga Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional NO: 
05/DSN-MUI/IV/2000 terkait proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara 
konsumen dengan pelaku usaha. Namun pada kenyataannya masyarakat enggan 
menyelesaikan sengketa yang terjadi secara maksimal ataupun hanya berhenti pada 
tahapan negosiasi dengan alasan prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan yang 
terlalu rumit. 
Kata kunci:Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Hukum Islam. 
ABSTRACT 
EKHMON PRASTIYO WIDODO, NIM: 152 111 032, "CONSUMER 
PROTECTION IN THE COMMERCE TRANSACTION BOOKING SYSTEM 
PERSPECTIVE Act NO. 8 IN 1999 AND ISLAMIC LAW "(Case Study Against 
Ngawi Cat's Lover Community) 
Cat commerce booking system is a commerce which done when the cat is not 
ready to be adopted but the buyer must pay in advance or just make a down payment 
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in advance and will be repaid when the cat is ready for adopted. In Islamic 
commerce, the booking system commerce is also called as salam commerce. This 
commerce is very vulnerable to any one of the parties who feel aggrieved, as in a 
study conducted by researchers in this transaction where the buyers feel 
disadvantaged because of the objects which accepted is different with the deal. 
This study aims to determine how the protection of consumers in the sale and 
purchase transactions booking system perspective Act No. 8 in 1999 and in Islamc 
Law. The analysis in this study is using data analysis inductive method. The source of 
data used is primary data and secondary data. Technique of collecting the data used in 
this research is by interview, observation, documentation. 
 The results from this research is that consumer protection had recently set in 
UUPK No.08 in 1999 and the National Sharia Board Fatwa NO: 05 / DSN-MUI / IV / 
2000 related to dispute resolution processes that occur between consumers and 
businessmen. But in reality, people are reluctant to resolve disputes that occur 
maximally or  just stop at the stage of the negotiations with reason in a court dispute 
resolution procedures are too complicated. 
Keywords:Consumer Protection, Commerce, Islamic Law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal 
makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi 
produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai 
sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari 
kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat 
keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.
1
 
Salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah melalui 
jual beli, jual beli diawali dengan cara paling sederhana yaitu barter. Jual beli 
merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 
nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda 
dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang 
diberlakukan oleh syari‟at. Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi 
syarat dan rukunnya, seperti syarat akad ( Ijab qabul ), syarat pelaku akad, dan 
syarat pada barang yang akan diakadkan. Ijab qabul harus disyaratkan adanya 
kesesuaian antara ijab dan qabul terhadap harga barang yang diperjualbelikan.  
                                                             
1
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum BagiKonsumen di 
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),  hlm.1. 
2 
 
 
 
Di Era modern seperti saat ini banyak masyarakat yang melakukan transaksi 
salah satunya dengan dengan sistem online, masyarakatpun banyak yang 
menyukai jual beli dengan sistem tersebut karena banyak kemudahan yang 
ditawarkan dalam bisnis online, salah satunya adalah pembeli tidak perlu datang 
ketempat penjual, pembeli hanya bermodalkan handphone dan internet agar 
terhubung ke pembeli tanpa terkecuali dalam transaksi jual beli hewan sedangkan 
untuk pengiriman barang dapat dilakukan melalui jasa ekspedisi PT Kereta Api 
Logistik (KALOG), PT Karya Indah Buana (KIB), Ojek Online dan lainnya.
2
 
Didalam usahanya untuk memperoleh segala pengetahuan mengenai 
kelebihan dan kekurangan dalam setiap produk barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan, konsumen membutuhkan informasi yang benar dan jujur sehingga 
dapat melindungi hak-haknya. 
Salah satu bisnis yang menggunakan media online adalah penjualan kucing 
(cat) yang ada di komunitas Cat‟s Lover di Ngawi Jawa Timur. Komunitas Cat‟s 
Lover Di Ngawi ini pada umumnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, 
membangun organisasi, serta membina pecinta kucing untuk menyayangi serta 
merawat kucing dengan sepenuh hati. Dalam komunitas tersebut banyak yang 
menjual kucing dewasa ataupun anak kucing yang baru lahir. Untuk anak kucing 
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 Dewi Sartika, Owner Blossom Cat, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 22 Maret, jam 15.00-17.00. 
3 
 
 
 
yang baru lahir lebih cenderung menggunakan sistem booking, karena anak 
kucing baru bisa dilepas dengan usia minimal 2-2,5 bulan.
3
 
Dalam prakteknya banyak pembeli yang sudah membayar diawal pembelian 
tanpa menunggu kucing dewasa. Ketika penjual menjelaskan anak kucing yang 
baru lahir tentang jenis kucing, warna serta jenis kelamin pembeli langsung 
melakukan booking seta membayar setengah untuk DP ketika kucing sudah usia 
2-2,5 bulan baru pembeli memberikan bayaran lunas kepada penjual. 
Hal demikian yang terjadi antara Muhamad Mukhlis Ramadhan sebagai 
pembeli dan Dewi Sartika sebagai owner Blossom Cat sebagai penjual kucing. 
Semula Dewi Sartika mengunggah foto dan mempromosikan kucing yang ia jual  
di akun instagram pribadinya.Kemudian Muhamad Mukhlis Ramadhan berminat 
dan melakukan negosisasi dengan Dewi Sartika melalui nomor watsapp yang 
penjual cantumkan pada postingan foto yang diunggah. Dalam proses negosiasi 
penjual menawarkan anak kucing yang baru berusia kurang dari satu minggu 
kepada pihak pembeli dengan cara pembayarannya yaitu pihak pembeli harus 
membayar sejumlah uang sesuai harga terlebih dahulu dan barang akan sampai 
ketangan pembeli ketika kucing tersenbut telah berusia 2,5 bulan.
4
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 Arie Widya, Pengurus Komunitas Cat Lover Ngawi, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 Maret, 
jam 18.30-19.00. 
4
 Mohamad Mukhlis Ramadhan, Pembeli Kucing, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Maret, jam 
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Dalam proses negosiasi penjual menawarkan kepada pihak pembeli anakan 
kucing berjenis persia flatnose yang berwarna abu-abu akan tetapi ketika kucing 
sudah berusia 2,5 bulan dan sampai di tangan pembeli kucing tersebut berjenis 
persia medium yang mana jenis persia medium tersebut seharusnya memiliki 
harga di bawah kucing jenis persia flatnose.
5
 
Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berkaitan dengan jual beli  sistem booking Terkait dengan Perlindungan 
konsumen dalam transaksi sistim booking sudahkah di jalankan dalam praktek di 
lapangan atau belum. Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah 
karya yang berbentuk skripsi degan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap 
Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Sistem BookingPerspektif UU No.8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  Dan Hukum Islam (Studi 
Kasus Terhadap Komunitas Cat's Lover Ngawi)” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kucing dengan sistem booking di komunitas 
Cat's Lover Ngawi? 
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli 
kucing dengan sistem booking di komunitas cat‟s lover Ngawi perspektif 
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  Mohamad Mukhlis Ramadhan, Pembeli Kucing, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Maret, jam 
10.00-12.00. 
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hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
  Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas 
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kucing sistem booking di 
komunitas Cat's Lover Ngawi 
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 
transasksi jual beli kucing sistim booking di komunitas Cat's Lover Ngawi 
perspektif hukum islam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara  Teoritis 
 Secara teoritis menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum 
Ekonomi Syariah khususnya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli 
sistem booking secara online menjadi rujukan penelitian selanjutnya. 
2. Secara Praktis 
 Secara praktis bagi penulis penelitian ini sebagai pedoman dalam 
menyikapi implementasi konsep perlindungan konsumen di masyarakat juga  
6 
 
 
 
memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih berhati hati dalam 
melakukan jual beli sistim booking. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
6
Indonesia telah 
memiliki  peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas 
perlindungan konsumen. Peraturan perundang undangan yang melindungi 
konsumen antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen.
7
 
Perlindungan terhadap konsumen adalah hal yang sangat penting dalam 
kajian syariah. Menurut pandangan islam perlindungan konsumen bukan hanya 
sebagai hubungan keperdataan melainkan juga berhubungan dengan kepentingan 
publik secara luas. selain itu menyangkut juga hubungan antar manusia dengan 
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 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumendimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah 
(Yogyakarta: Pustaka Baru, 2018), hlm. 38.  
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 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum BagiKonsumen di 
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2013), hlm.1. 
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Allah Swt. Hubungan konsumen dengan pelaku usaha terdapat kajian dalam 
hukum ekonomi, yang selanjutnya disebutkan dengan Ekonomi Syariah.
8
 
Dalam kegiatan bermuamalah merugikan hak orang lain adalah perbuatan 
zalim yang dapat menimbulkan perasaan buruk di dalam jiwa orang yang terzalimi 
seperti perasaan dendam, iri hati bahkan putus asa dari keadilan dan kebaikan, 
yang mana semua itu adalah perasaan-perasaan yang dapat merusak suasana 
kehidupan, pergaulan dan hubungan-hubungan sosial, sehingga tidak ada 
keshalehan dalam kehidupan. Setiap kesalahan akan berakibat pada suatu sanksi 
inilałh yang disebut dengan hukum yaitu dimana hukum itu dilanggar maka tentu 
orang yang melanggar hukum ini akan mendapat sanksi.
9
 
2. Jual Beli 
Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 
yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau 
kesepakatan yang diberlakukan oleh syari‟at. 
Jual beli harus ada benda yang akan diperjualbelikan dan memuat 
ketetapan hukum jual beli. Benda dalam jual beli mencangkup, barang, uang, dan 
sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta 
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dibenarkan juga penggunaanya oleh syara’. Sedangkan yang dimaksud dengan 
ketetapan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun yang ada kaitannya 
dengan jual beli yang telah dibenarkan oleh syara’ serta atas dasar rela sama 
rela.
10
 Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa‟ ayat 29 
berikut: 
 نةىراىًتِ ىفويكىت فىأ َّلاًإ ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىنٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ ٍاويليكٍأىت ىلا ٍاوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اي ٍميكنِّم وضاىرىػت نىع  ۗ  ىلاىك 
 ٍميكىسيفنىأ ٍاويليػتٍقىػت   ۗ  َّفًإ  ناميًحىر ٍميكًب ىفاىك ىوٌللا  
 
Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
11
 
Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, 
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar 
saling merelakan.
12
Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat 
rukunnya, seperti syarat akad ( Ijab qabul ), syarat pelaku akad, dan syarat pada 
barang yang akan diakadkan. Ijab qabul harus disyaratkan adanya kesesuaian 
antara ijab dan qabul terhadap harga barang yang diperjual belikan. Bagi pelaku 
akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat 
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barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu 
diserahkan oleh pelaku akad,  mengetahui status barang, dan barang tersebut 
dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. 
Dengan mencemati mengenai jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa 
dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada 
benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta 
yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas 
kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti jual beli ialah suat perjanjian 
tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara 
kedua belah pihak. Pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 
dibenarkan dan disepakati secara syara‟ sesui dengan ketentuan hukum.13 
Jual Beli sistem booking adalah sebuah transaksi jual beli yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak, yang mana dalam pelaksanaannya pihak pembeli 
melakukan booking terlebih dahulu. Proses booking yang dilakukan dalam hal ini 
adalah dimana pihak pembeli harus membayar sebagian atau seluruh harga dari 
barang yang diperjual belikan. 
Jual Beli sistem booking atau dalam istilah ekonomi syariah lebih dikenal 
dengan jual beli salam adalah penjualan barang dengan menyebut sifat-sifatnya, 
sedangkan barang ,masih ada dalam tanggungan penjual. Dengan kata lain akad 
salam adalah akad pesanan dengan pembayaran didepan dan barang diserahkan 
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 Sohari Sahrani, ru‟fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 66. 
10 
 
 
 
dikemudian hari. akad salam ini dianggap sah oleh syara' dengan rukun dan syarat 
yang harus dipenuhi.
14
 Dalam Fatwa DSN MUI NO:05/DSN-MUI/IV/2000 jual 
beli salam diartikan dengan jual beli barang dengan cara pemesanan dan 
pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat syarat tertentu.  
Rukun salam adalah muslim, Al-Muslam 'ilah (Penjual/penerima), Al-
Muslam Fih (barang yang dipesan), Ra's Mal (harga), Shighat ijab qabul (ucapan 
serah terima). Syarat dari salam adalah Pertama syarat Al-Muslam 'ilah 
(Penjual/penerima), Kedua Syarat Ra's Mal (dana yang dibayarkan), Ketiga 
Syarat Muslam fih (barang yang dipesan), Keempat syarat Ijab qabul.
15
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam  penelitian  yang  telah  lalu,  ada  penulisan  skripsi  yang terkesan 
mirip dengan penulisan skripsi yang dipilih oleh penulis yakni: 
Skripsi yang ditulis oleh Zain Ma'ruf Yasin, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2018 
yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Di 
Lembaga Konsumen Yogyakarta”. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang 
perlindungan konsumen jual beli online yang di lakukan oleh LKY melalui 
pendidikan, konsultasi serta advokasi dalam transaksi jual beli online  dengan 
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 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, 
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15
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objek barangnya berupa pompa airyang mana pihak pembeli mengetahui iklan 
pompa tersebut dalam suatu website dan kemudian pembeli mengirimkan 
sejumlah uang kepada pihak penjual akan tetapi barang tidak segera dikirim 
dalam upaya perlindungan konsumen LKY sudah melaksanakan tugas sesuai 
LPKSM sebagaimana tercantum dalam UU No 8 Tahun 1999  namun untuk 
konsumen jual beli onlineterdapat beberapa hal yang masih memiliki 
kekurangan, hal tersebut terkait penanganan yang diberikan atas aduan 
konsumen, kerjasama yang dilakukan dengan lembaga terkait, serta penyebaran 
informasi dan pemberdayaan konsumen yang belum secara maksimal dapat 
dilaksanakan oleh LKY.
16
 
Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Skripsi yang ditulis oleh 
Solikhin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan 
Perbandingan Madzhab dan Hukum tahun 2014. Dalam Skripsi ini penulis 
menulis lebih kepada perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli 
online yang mana mayoritas dalam proses transaksinya pihak pembeli di 
haruskan membayar sejumlah uang sesuai harga barang terlebih dahulu dan 
kemudian barang menyusul dikemudian hari setelah pembayaran selesai 
dilakukan yang mana dalam penerapannya pihak pembeli seringkali dirugikan 
oleh pelaku usaha yang mencoba curang dengan menjual barang yang cacat, 
                                                             
16
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perjanjian sepihak, atau barang tidak sesuai yang dipesan dan kemudian penulis 
mencoba untuk menggabungkan terkait perlindungan hak-hak tersebut menurut 
pandangan menurut hukum positif dan hukum islam.
17
 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Jasa Transaksi 
Elektronik Automated Teller Machine (ATM) Dihubungkan Dengan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Dan Bedasarkan Peraturan Perundang-
Undangan, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah tahun 2018. Dalam skripsi ini menulis melakukan penelitian terkait 
perlindungan konsumen bagi pengguna ATM bedasarkan undang undang 
perlinduingan konsumen dan peraturan perundang undangan yang mana dalam 
bank tersebut banyak konsumen bank yang merasa dirugikan karena tidak 
terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. dari hasil 
penelitian yang ditemukan pada dasarnya seluruh konsumen sudah memiliki 
perlindungan konsumen yang diberikan oleh pihak bank baik sebelum 
melakukan transaksi maupun setelah melakukan transaksi, salah satu bentuk 
perlindungannya adalah melalui Voluntary Self Regulation.
18
 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli 
Melalui Internet (e-commerce) (Studi Kasus Distro Anyway Yogyakarta)  
                                                             
17
 Solikhin, " Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum 
Islam dan Hukum Positif di Indonesia " Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Madzhab dan 
Hukum UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Yogyakarta. 2014. 
18
 Nur Hayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Jasa Transaksi Elektronik 
Automated Teller Machine (ATM) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Dan Bedasarkan Peraturan Perundang-Undangan" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2018. 
13 
 
 
 
Skripsi ini ditulis oleh Vania Maretha, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum tahun 2014. Dalam Skripsi ini penulis 
melakukan penelitianterkait proses perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak apabila terjadi suatu transaksi dalam jumlah partai banyak maka pihak 
distro menyediakan formulir yang kemudian ditandatangani secara elektronik 
oleh kedua belah pihak yang kemudian setelah kedua belah pihak 
menandatangani baru akan dilaksanakan proses transaksi mulai dari proses 
pembayaran dan pengiriman barang.
19
 
Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka 
Vespa Sidoarjo). Skripsi ini ditulis oleh M. Ibnu Hajar, UIN Sunan Ampel 
Surabaya, Fakultas Sariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 
2018. dalam Skripsi ini penulis lebih condong untuk  menganalisis hukum islam 
dan undang-undang no 8 tahun 1999 mengingat objek yang diperjualbelikan 
adalah onderdil vespa bekas yang mana dalam transaksi ini sangat rawan akan 
kemungkinan buruk seperrti halnya onderdil sudah tidak bisa digunakan ataupun 
cacat karena dalam hal ini penjual hanya menggunakan sistim transaksi online 
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saja selainitu dalam skripsi ini penulismencoba untuk menganalisis hukum 
mengenai khiyar dan UU perlindungan konsumen no 8 tahun 1999.
20
 
Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya 
terletak dalam bentuk objeknya yang mana sebagian besar penelitian yang 
sebelumnya menggunakan objek benda mati maka apabila terjadi kerugian itu 
dapat terjadi dengan bantuan tangan pihak pertama akan tetapi dalam penelitian 
ini apabila terjadi ketidaksesuaian barang mengingat barang yang menjadi objek 
adalah makhluk hidup maka perubahan yang terjadi itu murni disebabkan karena 
berubah dengan sendirinya atau karena perubahan alam.  
 
G. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti 
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.
21
 
Meskipun  penelitian  ini  berbasis  penelitian  lapangan, penulis  juga  
menggunakan  sumber-sumber  data  kepustakaan  dengan memanfaatkan 
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buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal 
yang berkenaan dengan jual beli. 
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 
nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan 
untuk menemukaan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada 
identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju penyelesaian 
masalah (problem-solution)
22
. 
 
2. Sumber Data dan Bahan 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan 
menjadi dua kelompok yaitu : 
a) Data primer 
Data  primer  adalah  jenis  data  yang  diperoleh  langsung  
dari objek yang diteliti. Data  primer dalam penelitian ini  adalah  data 
yang diperoleh dari hasil wawancara pada para pihak yang terkait 
dalam jual beli kucing dengan menggunakan sistem booking baik 
dengan konsumen atau pembeli atau dengan penjual yakni owner dari 
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Blossom Cat untuk mendapatkan keterangan yang benar-benar 
terjadi.
23
 
b) Data sekunder 
Data sekunder adalah data  yang diperoleh  dalam bentuk yang 
sudah jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.
24
 
Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan 
penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti 
buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak dan elektronik.
25
 Dalam 
penelitian ini peneliti mencoba menggali terkait perlindungan 
konsumen melalui buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak dan 
media elektronik. 
 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observerdengan 
mengamati proses transaksi jual beli sistem booking yang terjadi di Blossom 
Cat. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat 
dilaksanakanya penelitian, yaitu di tempat usaha penjual Blossom cat Gg. 
Keramat Jati No. 1 Jl. Trunojoyo Ngawi. Penelitian dilakukan mulai bulan 
September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  
a. Wawancara (interview) 
Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 
data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 
pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban 
responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
26
Dalam penelitian 
ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa member komunitas 
Cat’s :Lover Ngawi, pemilik usaha Blossom Cat dan juga pembeli kucing 
yang bertransaksi menggunakan jual beli sistem Booking. 
b. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 
sistematis. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses 
transaksi jual beli sistem booking di Blossom Cat Ngawi melalui bukti 
transaksi yang telah dilakukan oleh Muhamad Mukhlis Ramadhan selaku 
pembeli dan juga Dewi Sartika Selaku owner Blossom Cat. 
c. Dokumentasi 
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Untuk melengkapi data, peneliti melakukan studi dokumentasi 
dengan mengumpulkan data melalui dokumen dan arsip-arsip yang 
berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dokumen dalam arti 
luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya.
27
 Dokumen yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa bukti transaksi yang 
dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui watsapp. 
 
5. Teknik Analisis Data 
Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis 
menggunakan metode Induktif, metode induktif ini digunakan dalam 
menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak 
berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang 
berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal. Teknik analisa 
data menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa data yang 
dilakukan dengan mengomparasi sumber data pustaka yang berkaitan dengan 
fokus penelitian atau dengan kataa lain metode induktif adalah metode analisa 
data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik 
kesimpulan yang bersifat umum.
28
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G. Sistematika Pembahasan  
Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun 
dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai 
berikut 
BabPertama merupakan Pendahuluan dari skripsi ini bab ini 
mengemukakan tentang latar belakang pemilihan judul Perlindungan Hukum 
Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Kucing Dengan Sistem Booking 
Di Komunitas Cat‟s Lover Ngawi, rumusan  masalah,  tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan.  
Bab  II merupakan landasan teori bab ini membahas mengenai Gambaran 
umum jual beli menurut hukum positif, Gambaran umum jual beli menurut 
hukum islam, Gambaran umum jual beli salam, Gambaran umum perlindungan 
konsumen menurut UUPK No 08 Tahun 1999 dan Hukum Islam. 
Bab III merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian skripsi ini, 
bab ini menguraikan tentang gambaran umum Cat‟sLover Ngawi, Proses 
transaksi jual beli kucing sistim booking . 
Bab IV merupakan analisis data dari skripsi ini bab ini berisikan 
pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisis tentang 
perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli kucing sistem 
20 
 
 
 
booking menurut Undang-Undang perlindungan konsumen No.08 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam 
Bab V merupakan penutup dari skripsi ini, bab  ini  berisi  simpulan  
yang  merupakan  jawaban  umum  dari permasalahan  yang  ditarik  dari  hasil  
penelitian  dan  berikut saran-saran  yang  ditujukan  bagi  pihak-pihak  terkait  
dengan permasalahan penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Gambaran Jual Beli Menurut Hukum Positif 
1. Pengertian  Jual Beli 
Jual  beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 
lain membayar harga yang telah diperjanjikan.
29
 Penjual mengikatkan dirinya 
untuk menyerahkan suatu kebendaan sebagai milik dan menjaminnya, 
pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.
30
 
Unsur unsur yang terdapat dalaam pengertian perjanjian jual beli 
tersebut di atas adalah: 
a) Subyek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli 
b) Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi 
obyek jual beli dan harga barang tersebut. 
c) Hak dan kewajiban yang timbul bagi penjual dan pembeli.31 
Perjanjian jual beli terjadi pada saat setelah tercapainya kata sepakat 
atau setelah adanya persamaan kehendak antara penjual dan pembeli 
mengenai barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini 
tercapainya kata sepakat tidak menyebabkan barang langsung menjadi hak 
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milik pembeli, tetapi harus dilakukan penyerahan atau levering benda. 
Penyerahan tergantung pada jenis bendanya, yaitu sebagai berikut: 
a) Benda bergerak 
Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahaan nyara 
dan kunci atas benda tersebut. 
b) Piutang atas nama dan benda tak bertubuh  
Penyerahan pitang atas piutang atas nama dan benda tak bertubuh 
lainnya dilakukan dengan sebuah akta autentik atau akta dibawah 
tangan. 
c) Benda tidak bergerak  
Untuk benda tidak bergerak, penyerahan dilakukan dengan 
pengumuman akan akta yang bersangkutan, di kantor penyimpanan 
hipotek.
32
 
2. Hak dan Kewajiban 
Pada saat penjual telaah mengingkatkan diri kepada seorang pembeli 
maka akan timbul hak dan kewajiban bagi keduanya.
33
 
Pasal 1473 Perdata menyebutkan bahwa seorang penjual wajib 
menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, dan segala janji 
yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian harus ditafsirkan 
untuk kerugiannya. Ada dua kewajiban utama seorang penjual yaitu 
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menyerahkan barang dan menanggungnya. Secara terperinci, kewajiban 
penjual adalah sebagai berikut: 
a) Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut 
b) Menyerahkan barang 
c) Kewajiban menanggung pembeli 
d) Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan 
oleh orang yang mengajukan tuntutan barang, segala apa yang telah 
dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk 
barangnya atau semata untuk perhiasan atau untuk kesenangaan. 
e) Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri 
tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan. 
f) Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual 
mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti 
segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli. 
g) Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui 
adanyaa cacat tersembunyi. 
h) Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, 
maka kerugian dipukul oleh si penjual dan diwajibkan untuk 
mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian.
34
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Hak seorang penjual adalah menerima bayaran atas barang yang 
diperjual belikan. Seorang penjual juga memiliki hak untuk membeli kembali 
barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana penjual diberikan 
hak untuk mengambil kembali barang yang dijual, dengan mengembalikan 
harga pembelian asal, dengan disertai penggantian.
35
 
Kewajiban utama seorang pembeli adalah membayar harga pembelian 
pada waktu dan tempat dan temoat yang telah ditetapkan menurut perjanjian. 
Seorang pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang 
yang dijual dan diserahkan member hasil atau lain pendapatan.
36
 
Seorang pembeli yang lalai membayar harga pembelian, si penjual 
dapat menuntut pembatalan pembelian. Dalam hal penjualan barang barang 
dagangan dan barang barang perabot rumah, pembatalan perjanjian untuk 
kepentingan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan jika 
setelah lewat waktu yang telah ditentukan untuk mengambil barang telah 
habis.
37
 
3. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli 
Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu 
kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan resiko 
adalah merupakan akibat adanya suatu keadaan memaksa atau 
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overmatch/force majeur, dimana keadaan atau peristiwa tersebut terjadi tidak 
dapat diduga sebelumnya atau tidak sengaja terjadi. Persoalan resiko dalam 
perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1460 sampai dengan 1462, yaitu sebagi 
berikut: 
a) Benda/barang yang sudah ditentukan 
Pengertian barang yang sudah ditentukan adalah barang yang pada 
saat perjanjian dibuat barang tersebut sudah ada atau sudah ditunjuk. 
Benda/barang yang sudah ditentukan dijual maka barang itu saat 
pembelian menjadi ntanggungan si pembeli, walaupun barang tersebut 
belum diserahkan. Namun, ketentuan itu telah dicabut dengan SEMA 
Nomor 3 tahun 1963, sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara 
tegas, namun penerapannya harus diperhatikan: 
1) Bergantung pada letak dan tempat beradanya benda tersebut, dan  
2) Bergantung pada yang melakukan kesalahan musnahnya barang 
tersebut.
38
 
b) Benda menurut berat, jumlah atau ukurannya 
Barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran, tetap 
menjadi tanggungan sipenjual hingga barang itu ditimbang, dihituung atau 
diukur. Jadi sejak terjadinya penimbangan, perhitungan dan pengukuran 
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atas barang tersebut maka tanggung jawab atas benda tersebut beralih 
kepada si pembeli. 
c) Jual beli tumpukan 
Jika barang yang dijual menurut tumpukan maka sejak terjadinya 
kesepakatan tentang harga dan barang maka sejak itulah harga barang itu 
menjadi tanggung jawab si pembeli walaupun baraang tersebut belum 
ditimbang dan diukur.
39
 
 
B. Gambaran Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian 
Jual beli (al-ba'i) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran 
barang dengan barang (barter).Jual beli merupakan istilah yang dapat 
digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu 
menjual dan membeli. Sementara secara terminologi ada beberapa ulama 
mendefinisikan jual beli, salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau 
menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan 
cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang 
disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan 
membawa manfaat bagi pihak masing masing pihak.
40
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Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul saling memberi. 
Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang 
tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan 
dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan 
seperti bangkai, debu atau yang lainnya. Menurut Imama Nawawi, Jual beli 
adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Dasar hukum jual beli salah 
satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198  
 
 ٍميكِّبىر ٍنًم نلاٍضىف اويغىػتٍبىػت ٍفىأ هحاىنيج ٍميكٍيىلىع ىسٍيىلِ
 ۚ  ىدٍنًع ىوَّللا اكيريٍكذاىف 
وتاىفىرىع ٍنًم ٍميتٍضىفىأ اىذًإىف
 ًـاىرٍىلحا ًرىعٍشىمٍلاِ ۚ  يكاىدىى اىمىك يهكيريٍكذاىك ىينِّلاَّضلا ىنًمىل ًوًلٍبىػق ٍنًم ٍميتٍنيك ٍفًإىك ٍم  
 
Artinya: 
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada 
Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu 
sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
41
 
 
 
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada 
beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut 
disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli 
hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka hal yang paling 
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prinsipdalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan 
kerelaanuntuk saling memberikan barang. Maka telah terjadi ijab, disitu jual 
beli dianggapberlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan 
dengan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek 
jual beli dan nilai tukarnya.
42
 
Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak 
yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighat (lafal ijab dan qabul), barang 
yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.
43
 
Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya 
akad (syurut al-in'iqad), syarat pelaksanaan jual beli (syurut nal-nafadz), 
Syarat sah (syurut alsihah), dan syarat mengikat (Syarat al-luzum). Adanya 
syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan 
akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang 
dirugikan.
44
 
Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad). Syarat ini merupakan 
syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, 
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yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat 
terjadinya akad dan objek transaksi. 
45
 
Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukaan transaksi akad ada 
dua, 
a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz. Dengan 
adanya syarat ini maka transaksinya yang dilakukan oleh orang gila maka 
tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, 
transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz adalahsah; 
b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak 
mungkin akad hanya dilakukan oleh salah satu pihak, dimana dia menjadi 
orang yang menyerahkan dan yang menerima.
46
 
Syarat yang terkait dengan akad hanya satu yaitu kesesuaian antara 
ijab kabul. Sementara syarat yang terkait ijab dan kabul ada tiga, yaitu:
47
 
a. Ijab kabul harus dilakukan oleh orang yaang cakap hukum. Kedua belah 
pihak harus berakal, mumayyiz, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat 
ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan 
syarat sigat akad. Berkaitan deengan syarat ini, maka media transaksi 
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berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai 
pihak yang mempunyai kireteria dan memenuhi syarat tersebut; 
b. Kesesuaian antara kabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun 
kuantitas. pembeli menjawab semua diutarakan pembeli. Apabila pihak 
pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, menjawab 
lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. 
Kesesuaian ini termasuk dalaam harga dan sistem pembayaran. 
c. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang 
melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara kebersamaan, atau 
berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling 
mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau 
satu majelis lokasi dan waktu karena berbagai alasan.Menurut ulama 
Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab kabul) dilakukan tidak dalam 
satu tempat. Ulama Syafi'iyyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa 
jarak antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi 
yang dilakukan dengan media surat juga sah, walaupun pihak-pihak yang 
yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang 
ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak. 
 Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam 
satu majlis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan 
objek transaksi ada empat yaitu: 
31 
 
 
 
a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. 
Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga 
barang yang belum, pasti adanya, seperti binatang yang masih ada dalam 
kandungan induknya. 
b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki dapat 
disimpan dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta 
menimbulkan kerusakan. 
c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, 
kepemilikan sempurna. Bedasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli 
pasir ditengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli 
panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna. 
d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Bedasarkan syarat ini maka 
tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan aatau binatang yang berada 
di awang, karena tidak dapat diseahkan kepada pembeli.
48
 
Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad secara lebih terperinci 
adalah  sebagai berikut.
49
 
1. Suci atau mungkin untuk disucikan maka tidak sah penjualan benda benda 
atau hewan, seperti babi dan yang lainnya. H.R Bukhari dan Muslim 
menyatakan yang artiya "Dari Abu Mas'ud al-Ansari Radiyallahu'anhu (ia 
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berkata),'Sesungguhnya  Rasulullah melarang memakan hasil dari jual 
beli aning, uang bayaran pelacur, dan upah seorang peramal'." menurut 
riwayat lain dan nabi menyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh 
diperjual belikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, 
bangkai, anjing, dan baabi karena najis, sedangkan berhala bukan karena 
najis, melainkan tidak ada manfaatnya menurut syara'. Batu berhala 
apabila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat 
diguanakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.
50
 
2. Memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda-benda yang 
tidak boleh diambilmanfaatnya menurut syara'. seperti menjual babi, cicak 
dan lainya. 
3. Jangan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain, seperti, "Jika 
ayah pergi, saya akan jual motor ini kepadamu." 
4. Tidak dibatasi waktunya seperti perkataan "Saya jualmotor ini kepada 
kamu selama satu tahun," maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual 
beli merupaakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak 
dibatasi apapun, kecuali ketentuan syara'.
51
 
5. Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat. Tidak sah menjual binatang 
yang sudah lari dan ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau 
barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan 
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jatuh kekolam yang tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab 
dikolam tersebut banyak ikan yang sama. 
6. Milik sendiri.Tidak boleh memperjualbelikan barang milik orang lain 
tanpa ijin atau barang yang masih akan menjadi miliknya.
52
 
7. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui 
banyak, berat, takaran, atau ukuran yang lainnya. Tidak sah jual beli yang 
menimbulkan keraguan salah satu pihak.
53
 
Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syurud al-nafadz)ada dua, 
yaitu: 
a. Kepemilikan dan otoritasnya.Artinya masing-masing pihak yang terlibat 
dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau 
kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. 
Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yan juga harus cakap 
hukum.
54
 
b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang 
penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.
55
 
Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum 
dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat syarat yang telah 
disebutkan diatas dan ditambah empat syarat yaitu; 
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a. Barang dan harganya diketahui (nyata); 
b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli 
merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya; 
c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak 
sah jual beli dirham dengan dirham yang sama; 
d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang 
menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yang tidak dikenal 
dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan 
masyarakat.
56
 
Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan 
sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini 
ada empat macam, yaitu; 
a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secarabebas, tanpa paksaan dari 
pihak manapun. 
b. pemyerahan objek transaksi jual beliau tidak menimbulkan bahaya.57 
c. bebas dari gharar; 
d. bebas dari riba; 
Syarat-syarat keabsahan diatas menentukan sah tidaknya sebuah akad 
jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun 
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rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad 
semacam ini dinamkan akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad 
fasid adalah akad yang menurut syarat' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. 
Artinya akad yang telaah memenuhi rukun dan syart terbentuknya tetapi belum 
memenuhi syarat keabsahannya. 
 
3. Hak dan Kewajiban Menurut Hukum Islam 
Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli 
haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan 
dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau 
alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah 
melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, 
diantaranya:  pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli 
menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan 
adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.
58
 Sebagaiman 
firman Allah SWT: 
 يهويبيتٍكاىف ىِّمىسيم ولىجىأ ٰ ىلًَإ ونٍي ىدًب ٍميتٍنىػيا ىدىت اىذًإ اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اىيِ ۚ  ًؿٍدىعٍلًاب هبًتاىك ٍميكىنٍػيىػب ٍبيتٍكىيٍلىك  
 
Hai orang-orang  yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan 
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hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (QS. 
Al-Baqarah: 282).
59
 
 Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, 
pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah: 
 ٍميكًلاىًجر ٍنًم ًنٍي ىديًه ىش اكيدًهٍشىتٍساىكِ ۚ  ىأىرٍماىك هليجىرىػف ًٍينىليجىر اىنويكىي ٍىلَ ٍفًإىف ىنًم ىفٍوىضٍرىػت ٍنَّمِ ًفاىت  
  ٰلىرٍخيٍلأا اىيهُا ىدٍحًإ ىرِّكىذيتىػف اىيهُا ىدٍحًإ َّلًضىت ٍفىأًءا ىدىهُّشلا  
 
Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki 
(diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorng lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksisaksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya (QS. Al-Baqarah: 282).
60
 
Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan 
pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban 
tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
61
 
4. Macam-Macam Jual Beli 
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 
hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum 
dan batal menurut hukum. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek 
jualbeli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin (Kifayat Al-Ahyar: 
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329) bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu (1) jual beli benda yang 
kelihatan; (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; (3) jual beli 
benda yang tidak ada.
62
 
Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual 
beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan 
pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di 
pasar.
63
 
Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual 
beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk 
jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan 
barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Artinya, perjanjian 
sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu 
sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
64
 
Dapat salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat 
tambahannya, yaitu sebagai berikut. 
a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin 
dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang 
maupun diukur. 
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b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang dapat mempertinggi 
dalam memperendah harga barang, misalnya kapas maka disebutkan jenis 
kapas yang dijual, kualitas nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. Pada 
intinya disebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang 
ahli dibidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut. 
c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa 
didapatkan di pasar. 
d) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.65 
Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat dilarang oleh 
agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga 
dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang 
akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Syarbini Khatib 
menyebutkan bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya 
yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut adalah perbuatan 
gharar. 
66
 
Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 
dilakukan oleh banyak orang, sedangkan untuk orang, sedangkan untuk orang 
bisu diganti dengan isyarat. Isyarat merupakan pembawaan alami dalam 
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mengemukakan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau 
kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
67
 
Penyampaian akad jual beli dapat dilakukan mellui utusan, perantara, 
tulisan, atau surat-menyurat. Jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul 
dengan ucapan, misalnya melalui kantor pos, jual beli ini diperbolehkan 
menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama 
dengan bentuk jual beli salam, penjual dan pembeli saling berhadapan dalam 
satu majelis akad. Adapun dalam jual beli melalui kantor pos, penjual dan 
pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
68
 
Jual beli dengan pembuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan 
istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, 
seperti seseorang mengambil roti yang sudah bertuliskan label harganya, 
dibanderol oleh penjual, kemudian diberikan uang pembayaran kepada 
penjuaal. Jual beli ini dilakukan tanpa ijabdan  kabul antara penjual dan 
pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah, hal ini dilarang sebab ijab kabul 
merupakan rukun jual beli. Akan tetapi, menurut sebagian Syafi'iyah lainnya, 
seperti Imam Nawawi, jual beli barang kebutuhan sehari hari dengan cara 
demikian adalah boleh, yaitu tanpa ijab kabul terlebih dahulu.
69
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Selain pembelian tersebut, Ada juga jual beli yang diperbolehkan dan 
ada juga yang dilarang, ada juga yang batal dan ada juga yang terlarang, tetapi 
sah.
70
 
 
5. Jual Beli Yang Dilarang  
Jual beli barang yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut. 
a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti babi, berhala, bangkai 
dan khamr. 
b. Jual beli sperma hewan (apalagi sperma manusia), seperti mengawinkan 
seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan. 
c. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya. 
d. Jual beli dengan muhaqallah seperti menjual padi yang masih diladang 
dan belumdipanen. 
e. Jual beli dengan mukharadharah seperti menjual rambutan yang masih 
hijau.
71
 
f. Jual beli dengan muasammah seperti ketika seseorang menyentuh kain di 
toko kain berarti orang yang menyentuh tersebut berarti membelinya.
72
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g. Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli dengan lempar melempar 
seperti "lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu maka akan 
kulempar kepadamu apa yang ada padaku". 
h. Jual beli dengan Muzabannah yaitu jual beli buah basah dengan buah 
yang kering. 
i. Jual beli dengan menentukan dua harga untuksatu barang contohnya harga 
buku untuk dijualsecara tunai 500 dan kredit seharga 7000 
j. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul) 
k. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 
untuk adanya kemungkinan penipuan dan ada satu pihak yang merasa 
dirugikan. 
l. Jual beli dengan pengecualian. 
m. Laranganmenjual makanan sehingga duakali takaran.73 
Adapun macam jual beli yang dialarang oleh agama dan sah 
hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, antara lain 
sebagai berikut.
74
 
a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk 
membeli barang orang desa tersebut dengan harga semurah-murahnya, 
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sebelum mereka mengetahui harga pasaran, kemudian ia menjual setinggi-
tingginya. 
b. Menawar barang yang dalam proses tawar menawar dengan orang lain 
dengan menambah harganya dari harga yang ditawar oleh pembeli 
lainnya. 
c. Jual beli dengan najasy, yaitu seseorang menambah melebihi harga 
temannya dengan maksud memancing orang lain untuk membeli harga 
kawannya. 
d. Menjual di atas penjualan orang lain misalnya "kembalikan barang itu 
kepada penjualnya lalu kamu beli daganganku nanti saya kasih harga lebih 
murah dari harga kamu beli barang tersebut di penjual itu. 
 
6. Dasar Hukum Jual Beli 
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah  ayat 275: 
اىبِّرلا ـىَّرىحىك ىعٍيىػبٍلا يوَّللا َّلىحىأىك 
Allah Telah Mengharamkan Jual beli dan mengharamkan riba
75
 
Firman Allah dalam Surat Al-Nisa‟ ayat 29: 
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 وضاىرىػت ٍنىع نةىراىًتِ ىفويكىت ٍفىأ َّلاًإ ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىنٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ اويليكٍأىت ىلا اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اىي ٍميكٍنًم   ۚ 
 ٍميكىسيفٍػنىأ اويليػتٍقىػت ىلاىك  ۚ انميًحىر ٍميكًب ىفاىك ىوَّللا َّفًإ  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu
76
 
 
Hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’al-bazar 
dan hakim: 
 
 يلىم ىع : ىؿاىق ؟ يبىيٍطىأ ًبٍسىكٍلا ُّمىأ : ىلًئيس ىمَّلىسىك ًوٍيىلىع يوَّللا ىَّلىص َّبَِّنلا َّفىأ وعًفاىر ًنٍب ىةىعاىًفر ٍنىع
 وركيرٍػبىم وعٍيىػب ُّليكىك ًهًدىًيب ًليجَّرلا 
Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian 
yangpaling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan 
setiap jual beli yang diberkati. (jual beli yang jujur) 
 
C. Jual Beli Sistem Booking 
Jual beli kucing sistem booking adalah jual beli yang mana dilakukan ketika 
kucing belum siap diadopsi akan tetapi pembeli harus membayar di muka ataupun 
sekedar membayar uang muka terlebih dahulu dan baru akan melakukan 
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pelunasan ketika kucing sudah siap untuk di adopsi.
77
 Dalam Islam jual beli 
sistem Booking ini disebut juga dengan jual beli salam, Salam adalah memberikan 
(  ِءِاَطْعَِلإا ) atau al-Taslif.Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem 
pemesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan di waktu 
kemudian. Dalan hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang 
yang dipesan. Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 
mendefinisikan "Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli 
yang pembayarannya dilakukan dengan pemesanan barng.". Landasan syariat 
jual beli salam di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282  
 ٍي ىدًب ٍميتٍنىػيا ىدىت اىذًإ اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اىي يهويبيتٍكاىف ىِّمىسيم ولىجىأ ٰ ىلًَإ ون  
 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
 
Sebagai contoh, Pak Ali memesan sejumlah pakaian kepada Toko Arto. Pak 
Ali menjelaskan spesifikasi pakaian yang dipesan dan membayar harga pakaian 
tersebut. Setelah pakaian ada, toko Arto mengirim pakaian kepada Pak Ali.
78
 
Salam juga di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-
MUI/IV/2000 diantaranya terkait ketentuan barang diantaranya: 
1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 
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2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
3) Penyeraahan dilakukan kemudian. 
4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus dilakukan bedasrkan 
kesepakatan 
5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang sampai. 
6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai 
kesepakatan.
79
 
Selain terkait ketentuan barang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 
NO:05/DSN-MUI/IV/2000 juga mengatur perihal penyeraahan barang sebelum 
atau pada waktunyadiantaranta: 
1) Penjual harus menyeraahkan barang tepat pada waktunya dengan 
kualitas dan jumlah yang telah disepakati; 
2) Jika penjual menyerahkan barang dengan yang lebih tinggi tidak boleh 
meminta tambahan harga; 
3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kwalitas barang yang lebih 
rendah maka, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh 
menuntut harga atau diskon; 
4) Penjual dapat menyerahkan barang dengan kwalitas dan jumlah barang 
sesui dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan 
harga; 
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5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, 
atau kwalitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya 
maka ia memiliki dua pilihan: 
a. Membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali; 
b. Menunggu sampai barang tersedia.80 
Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu pertama, 
sighah harus mencakup ijab dan kabul,kedua pihak yang berakad, orang yang 
memesan dan menerima pesanaan, ketiga, barang dan uang pengganti uang 
barang. 
 Sighah harus menggunakan lafadz yang menunjukan kata memesan 
barang, karena salam pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi 
objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus 
menggunakan kata "memesan" atau salam. Kabul juga harus menggunakan 
kalimat yang menunjukan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak 
harus cakap hukum (baligh atau mummayiz dan berakal) serta dapat melakukan 
akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beliu salam adalah 
barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserah 
terimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diketahui, 
modal atau uang harus diserahlkan terlebih dahulu di lokasi akad. 
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 Rukun salam di atas bila dipilah pilah sebenarnya ada lima hal, yaitu 
1) orang yang memesan (muslim) atau pembeli, 2) orang yang menerima pesanan 
(muslim ilaih), 3) barang yang dipesan (muslam fih), 4) modal (ra'su mal al-
salam)dan 5) akad (ijab dan kabul).
81
 
 Ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan dengan syarat 
sebagai berikut : 
1) Jenis objek jual beli salam harus jelas  
2) Sifat objek jual beli salam harus jelas 
3) Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas 
4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas.82 
 
D. Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Menurut UU No 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 Perlindungan konsumen 
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberikan kepastian hukum kepada konsumen.
83
 
Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Dalam 
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dalam pasal 8 ayat 1 mengatur terkait 
ketentuan atau kewajiban pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan perbuatan 
                                                             
81
  Imam Mustofa, Fiqih  Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.88-
89. 
82
Ibid.. hlm. 89. 
83
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2011), hlm.1. 
48 
 
 
 
melanggar hukum yang dilakuka  pelaku usaha, diatur dalam pasal 1365 
KUHPerdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
84
 
Dalam perlindungannya konsumen berhak untuk mendapatkan rasa 
aman, informasi yang jelas tentang barang yang dibeli demi kemaslahatannya. 
Hal ini diatur dala pasal 4 huruf (a,b dan c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen selanjutnya disebut UUPK. Selain itu 
dalam pasal 8 huruf a juga diatur kewajiban pelaku usaha untuk tidak 
memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku 
usaha. Dalam kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 
pelaku usaha, diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: 
“perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain 
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian terscbut Dan berdasarkan Pasal 1367 ayat (1)
85
 yang 
berbunvi "seseorang tidak hanya bertangung jawab karena perbuatanya 
scendini, tetapi juga untuk kerugian yang discbabkan oleh orang- orang yang 
menjadi tangunganya atau discbabkan oleh barang yang dibawah 
pengawasanya”. 
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 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki ketentuan yang 
menyatakan bahwa kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan 
perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak ada pertentangan atau 
telah diatur khusus olch undang-undang  
Peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/ atau 
perlindungan konsumen dalam kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan 
umum dapat mengatur dan/ atau melindungi hubungan masalah konsumen 
dengan penyedia barang atau jasa Penggunaa peraturan perundang-undangan 
umum, berlaku puluhan asas-asas hukum yang terkandung untuk memenuhi 
fungsi pengaturan dan/ atau perlindungan pada konsumen, dilengkapi 
pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu Pembatasan dimaksudkan 
dengan tujuan menyeimbangkan kedudukan" diantara para pihak pelaku usaha 
dan atau konsumen yang bersangkutan.
86
 
Dalam hukum ekonomi Islam kemungkinan pelanggaran akan hak 
konsumen bisa terjadi ketika sebelum terjadi transaksi jual beli berlangsung, 
yakni pada saat iklan atau promosi. Bisa pula ketika transaksi itu sendiri 
berlangsung dan ketika purnatransaksi.  
Oleh karenanya pada tahapan-tahapan inilah seharusnya perlindungan 
hukum dapat diberikan. dalam kajian fiqih Islam kebenaran dan keakuratan 
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informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya 
menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal istilah bahwa 
konsumen yang harus berhati-hati atau sebaliknya pelaku usahalah yang harus 
berhati-hati.  
Di dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan.  Disini 
antara keduabelah pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-sama 
berhati-hati. Diantara sekian banyak hak konsumen yang mendapat 
pembahasan dalam kajian fiqih, maka penulis dapat membutirkannya sebagai 
berikut:  
1) Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, 
mendidik dan terhindar dari pemalsuan;  
2) Tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar;  
3)  Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;  
4)  Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;  
5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan;  
6) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk 
Berdasarkan hak-hak di atas, dalam kajian fiqih Islam kebenaran dan 
keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan barang 
dagangannya menempati kajian yang signifikan. Islam tidak mengenal istilah 
bahwa konsumen yang harus berhati-hati atau sebaliknya pelaku usahalah yang 
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harus berhati-hati. Di dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan.  
Disni antara keduabelah pihak konsumen maupun pelaku usaha harus sama-
sama berhati-hati. UUPK Pasal 18, mengatur hal menyangkut dengan adanya 
pencantuman klausula baku atau pernyataan selanjutnya setelah perjanjian 
awal oleh pelaku usaha tentang suatu produk yang hal ini hanya dilakukan 
secara sepihak. 
Dalam hal ini berarti konsepsi hukum Islam memahami hubungan 
kontraktual kedua belah pihak dapat dianggap baik, jujur, adil dan seimbang 
jika mengetahui hakikat dan kondisi persetujuan yang disepakati pada awal 
proses transaksi atau promosi (umum). Karena tidak terdapat pengkhususan 
pada perjanjian awal untuk memberlakukan produk dengan batas waktu 
tertentu.   
Disamping itu, di dalam Islam Informasi produk yang diberikan kepada 
konsumen tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu 
barang (UUPK Pasal 4 huruf C), akan tetapi juga berkaitan dengan efek 
samping atau bahaya pemakaian, kepercayaan terhadap agama tertentu, seperti 
informasi halal atau haramnya suatu produk. Resiko pemakaian barang 
dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab kerugian karena melanggar 
prinsip hati-hati atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak.  Dalam 
persoalan pemenuhan hak konsumen terhadap harga yang tidak normal 
dipasar, sebenarnya fiqih Islam telah menawarkan banyak solusi, yaitu dengan 
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pelanggaran praktik ribawi, pelanggaran monopoli dan persaingan tidak sehat . 
Demikian hal yang menyangkut hak-hak konsumen dalam Islam. Sebagai 
bentuk keseimbangan, konsumen pun harus dibebani dengan kewajiban yang 
walaupun tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi penulis dapat 
menjelaskannya sebagai berikut:  
1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;  
2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa 
yang akan dibeli atau digunakan;  
3)  Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan 
dilandasi rasa saling rela, yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul;  
4) Mengikuti penyelesaian hukum terhadap sengketa yang terkait dengan 
perlindungan konsumen. 
 Untuk dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, 
disamping hal-hal yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka hal 
ini sangat tergantung pula pada kewajiban dan tanggungjawab yang harus 
dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap konsumen.  Dalam ketentuan UUPK 
Pasal 27 huruf (e) disebutkan bahwa, Pelaku usaha yang memproduksi barang 
dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila; 
lewat jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya 
jangka waktu yang diperjanjikan. Dalam Islam, segala perbuatan yang dapat 
merugikan satu pihak tidak dibatasi pertanggungjawabannya dengan adanya 
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jangkawaktu. Selama kerugian yang ditimbulkan memang benar disebabkan 
oleh pihak tersebut, maka pertanggungjawaban tetap ada demi tercapainya asas 
keseimbangan yang berlaku.  
Adapun prinsip-prinsip hukum Islam dalam tanggungjawab pelaku 
usaha diantaranya mencakup prinsip tauhîd, keadilan (Al’adl), amar ma‟rûf 
nahiy munkar, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (Al-Hurriyah), Prinsip al-
Ta’awwun (tolong-menolong) dan toleransi.  
 Tujuan menghindari eksploitasi terhadap manusia dalam Islam, secara 
garis besar tidak jauh berbeda dengan tujuan diundangkannya UUPK di 
Indonesia, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hanya saja 
pengertian konsumen yang dimaksud dalam UUPK yang membedakan 
cakupan diatara kedua hukum ini. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula 
keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan 
kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Jika keadilan dilanggar 
maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab satu pihak 
akan dirugikan atau disengsarakan sementara yang lain memperoleh 
keuntungan. Jika sistem sosial rusak karena keadilan dilanggar maka pastilah 
seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan 
menimpa banyak orang.   
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Dari beberapa kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 27 
UUPK, dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh negatif yang akan timbul dari 
kewajiban-kewajiban tersebut jika terjadi pelanggaran, hanya mengikutkan dua 
belah pihak diantara konsumen dan pelaku usaha. Di dalam etika Islam di 
bidang bisnis sebuah kewajiban yang dipenuhi atau dilanggar, akibatnya harus 
dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya berpengaruh kepada kedua 
belah pihak diantara konsumen dan pelaku usaha namun juga keterlibatan 
sosial masyarakat dan agama. Tanggung jawab sosial dari bisnis ialah 
pelaksanaan etika bisnis yang mencakup proses produksi, distribusi barang dan 
jasa sampai penjagaan kelestarian lingkungan hidup dari ancaman polusi dan 
sebagainya. Pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab 
memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen sesaat, akan 
tetapi juga perlu mempertimbangkan jangka panjang kelangsunngan hidup 
manusia dan ekologi kemaslahatan umum.  
Sejauh pembahasan penulis terhadap penjelasan di atas mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban bagi konsumen maupun 
pelaku usaha, maka terdapat beberapa perbedaan dan persamaan.
87
 
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 
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Menurut pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen, 
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 
keamanan dan keselamatan serta kepastian hukum. 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 
a) Asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 
pelaku usaha secara keseluruhan. 
b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada para 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 
materiil dan sepiritual. 
d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan. 
56 
 
 
 
e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin 
kepastian hukum”.88 
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku 
usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi.
89
 
 
a) Hak Pelaku Usaha UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang 
beritikad tidak baik; 
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c) hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutmya didalam 
penyelesaian sengketa konsumen; 
d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
apabila kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh baraang dan/ 
atau jasa yang diperdagangkan; 
e) hak-hak yang diatur dalam ketentuaan peraturan perundang-
undangan lainnya.
90
 
b) Kewajiban Pelaku Usaha UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
a) beritikad baik dalam melakukan usahanya; 
b) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
91
 
c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak deskriminatif; 
d) menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau di 
perdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang 
berlaku.
92
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4) Hak dan Kewajiban Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa consumer (Inggris). atau 
consument/konsument (Belanda). perngertian dari consumer atau consument itu 
tergantung dalam posisi mana ia berada. secara harfiah arti kata consumer itu 
adalah (lawan dari produsen) adalah setiap orang yang menggunakan barang. 
tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti termasuk konsumen kelompok 
mana pengguna tersebut. begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia, memberi 
arti kata consumer sebagai "pemakai atau konsumen. Ketentuan yang memuat 
batasan tentang konsumen terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen pada pasal 1 butir 2.
93
 
Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum 
Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan. 
94
 
Unsur-unsur definisi konsumen: 
1) Setiap orang 
2) Pemakai 
3) Barang dan/atau jasa 
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4) Yang tersedia dalam masyarakat 
5) Bagi kehidupan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain 
6) Barang atau jasa itu tidak diperdagangkan  
 Bagi konsumen antara, barang dan atau jasa itu adalah barang atau jasa 
kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain 
yang bukan produksinya (produsen). Sedangkan distributor atau pedagang 
berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. 
Konsumen antara ini mendapatkan barang jadi yang menjadi mata dagangannya. 
Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar 
modern. 
Sedangkan bagi konsumen, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa 
konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya. Barang atau jasa konsumen 
ini umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat. 
 Unsur untuk membuat barang atau jasa lain dapat dipeerdagangkan 
kembali merupakan pembeda pokok, antara lain konsumen antara (produk 
kapital) dan konsumen akhir (produk konsumen), yang penggunanya bagi bagi 
konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya 
unsure inilah, yang pada dasarmya merupakan beda kepentingan masing-
masing konsumen yaitu pengguna suatu produk untuk keperluan atau tujuan 
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tertentu yang menjadikan tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang 
diperlukan.
95
 
a) Hak  konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;  
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan;  
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
6)  hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;  
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8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.
96
 
 
b) Kewajiban  konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 
keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa; 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.
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5) Upaya Penyelesaian Sengketa 
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Proses penyelesaian jual beli apabila ada yang bermasalah bisa melalui 
beberapa tahapan di antaranya: 
Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 
Tahun 1999 
1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum. 
2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 
di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. 
3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang.  
4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh 
para pihak yang bersengketa. 
Selain itu penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui 
penyelesaian di luar pengadilan atau negosiasi seperti yang telah di atur dalam 
Pasal 47 seperti berikut ini  
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“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan 
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnyaa ganti rugi 
dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk “menjamin” tidak akan terjadi 
kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh 
konsumen”. 98 
Merupakan sebagai kegiatan tawar menawar untuk saling mendapatkan 
sesuatu, dalam konteks sebagai pilihan yang menyelesaikan sengketa, negosiasi 
diartikan “suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak untuk menyatukan 
dua kepentingan yang saling bertentangan melalui  proses tawar menawar untuk 
tercapai sebuah kompromi (perdamaian) yang saling menguntungkan. 
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Sepakat  Tidak Sepakat 
Pemberian 
ganti rugi 
Pengajuan gugatan 
pada Pengadilan 
Negeri tempat 
kediaman Tergugat  
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E. Gambaran Umum Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam  
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Di Indonesia sendiri telah dibentuk Undang-Undang tentang 
perlindungan terhadap konsumen (UUPK) yang menggariskan tentang asas-
asas dalam bisnis. Pada dasarnya UndangUndang ini mempunyai tujuan yang 
sama dengan apa yang ditawarkan dalam Islam, yaitu menciptakan 
keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memberikan 
perlindungan terhadap konsumen. Namun secara garis besar, keseimbangan 
yang diatur dalam UUPK adalah cenderung keseimbangan yang merujuk 
kepada terpenuhinya keinginan masing-masing di antara pelaku usaha dan 
konsumen daripada menyoroti hal-hal yang sifatnya esensial sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya.
99
 
Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan 
moral tersebut, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku 
manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia 
dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia 
berguna bagi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam turut memberikan jalan 
bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui 
sistem dan teknik dalam perdagangan.  Islam telah menawarkan asas-asas 
mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan 
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dan perilaku etis dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk yang 
ditawarkan dalam Islam tersebut dapat diklasifikasikan dalam empat macam 
yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggung jawaban.  
Asas dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga 
adalah manifestasi dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, 
kepercayaan dan ketulusan
100
 
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Muhammad Al-Amin dalam bukunya Etika Dan Perlindungan 
Konsumen Dalam Ekonomi Islam, mendefinisikan pelaku usaha sebagai 
pembisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat 
produksi.
101
Adapun prinsip-prinsip hukum Islam dalam tanggungjawab 
pelaku usaha diantaranya mencakup prinsip tauhîd, keadilan (Al’adl), amar 
ma‟rûf nahiy munkar, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (Al-Hurriyah), 
Prinsip al-Ta‟awwun (tolong-menolong) dan toleransi. Tujuan menghindari 
eksploitasi terhadap manusia dalam Islam, secara garis besar tidak jauh 
berbeda dengan tujuan diundangkannya UUPK di Indonesia, yaitu sebagai 
bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hanya saja pengertian konsumen 
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yang dimaksud dalam UUPK yang membedakan cakupan diatara kedua 
hukum ini. 
102
 
Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia 
untuk menunaikan kewajiban itu. Jika keadilan dilanggar maka akan terjadi 
ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab satu pihak akan dirugikan 
atau disengsarakan sementara yang lain memperoleh keuntungan. Jika sistem 
sosial rusak karena keadilan dilanggar maka pastilah seluruh masyarakat akan 
mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa banyak orang.
103
 
Dari beberapa kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 27 
UUPK, dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh negatif yang akan timbul 
dari kewajiban-kewajiban tersebut jika terjadi pelanggaran, hanya 
mengikutkan dua belah pihak diantara konsumen dan pelaku usaha. Di dalam 
etika Islam di bidang bisnis sebuah kewajiban yang dipenuhi atau dilanggar, 
akibatnya harus dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya berpengaruh 
kepada kedua belah pihak diantara konsumen dan pelaku usaha namun juga 
keterlibatan sosial masyarakat dan agama. Tanggung jawab sosial dari bisnis 
ialah pelaksanaan etika bisnis yang mencakup proses produksi, distribusi 
barang dan jasa sampai penjagaan kelestarian lingkungan hidup dari ancaman 
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polusi dan sebagainya. Pelaku usaha atau perusahaan tidak hanya bertanggung 
jawab memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen sesaat, 
akan tetapi juga perlu mempertimbangkan jangka panjang kelangsunngan 
hidup manusia dan ekologi kemaslahatan umum.
104
 
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Muhammad Al-Amin dalam bukunya Etika dan Perlindungan 
Konsumen dalam Ekonomi Islam, mendefinisikan konsumen adalah objek 
yang dituju dalam proses produksi. Hak-hak konsumen menurut hukum islam 
diantaranya adalah:
105
 
a) Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, 
mendidik dan terhindar dari pemalsuan;  
b) Tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar; 
c) Hakuntuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat;  
d) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa;  
e) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan; 
f) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
106
 
Sebagai bentuk keseimbangan, konsumen pun harus dibebani dengan 
kewajiban yang walaupun tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi penulis 
dapat menjelaskannya sebagai berikut:  
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a) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;  
b) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa 
yang akan dibeli atau digunakan;  
c) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan 
dilandasi rasa saling rela, yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul;  
d) Mengikuti penyelesaian hukum terhadap sengketa yang terkait dengan 
perlindungan konsumen.
107
 
4. Upaya Penyelesaian Sengketa 
Seperti halnya dalam pasal 47 UUPK NO.08 Tahun 1999 apabila 
ditemukan sengketa maka hendaknya antara kedua belah pihak untuk 
menyelesaikannya melalui proses negosiasi. Akan tetapi apabila tidak dapat 
ditempuh melalui media negosiasi Fatwa Dewan Syariah Nasional 
NO:05/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur apabila ada perselisihan yang 
terjadi dalam jual beli salam maka persoalannya dapat diselesaikan melalui 
Badan Arbitrase Syari‟ah setelah tidak tercapai jalur musyawarah.108 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM CAT LOVER NGAWI DAN PRAKTIK JUAL BELI 
SISTEM BOOKING  
A. Cat Lover Ngawi 
1. Sejarah Berdiri 
  Cat‟s Lover Ngawi berdiri sejak tahun 2015, Sama dengan komunitas 
pada umumnya, Cat‟s Lover Ngawi merupakan wadah untuk saling sharing 
tentang kucing. Mulai dari perawatan atau grooming, kesehatan, dan jenis 
penyakit. Selain itu, komunitas ini juga merupakan tempat untuk bersilaturami 
sesama anggota. Kegiatan bersilaturahmi atau biasa disebut gath, biasanya 
diadakan setiap malam Minggu. Lokasi gathering, berada di pendopo alon-
alon kabupaten Ngawi.
109
 
  Cat lovers Ngawi tebentuk tidak hanya sebagai ajang kumpul sesama 
pecinta dan penghobi kucing. Namun juga memiliki misi, meluruskan 
anggapan salah kaprah yang beredar di kalangan masyarakat awam. Menurut 
pemaparan ketua umum cat lover Ngawi Dwi Kurniawam mengaku masih 
banyak hal salah tentang kucing yang dipahami masyarakat sampai sekarang. 
Misalnya anggapan kucing tercantik adalah Jenis kucing Anggora. Padahal 
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anggapan salah kaprah. Itu lah salah satu pemahaman yang perlu diluruskan di 
masyarakat awam. Selain itu menurut pemaparan ketua Cat's Lover Ngawi 
beberapa misi penting dan harus berhasil adalah yang pertama adalah 
menghapus stigma miring tentang kucing domestik. Jika sebagian orang 
menganggap kucing domestik kotor, membawa penyakit dan virus, itu salah 
besar. Semua kucing berpotensi terkena virus. 
110
 
  Bukan hanya kucing tertentu hal tersebut masih berkaitan dengan 
tujuan umum dari Cat's Lover Ngawi yang kedua adalah pentingnya vaksi 
untuk kucing. Virus yang beredar di Indonesia banyak jenisnya. Mau tidak 
mau, kucing yang dipelihara harus divaksin. Baik kucing ras maupun kucing 
domestik. Demi kesehatan kucing. Karena memang vaksinasi pada kucing 
sangat penting beberapa virus sangat rawan menyerang kucing diantaranya 
adalah Panleikopenia yang menyerang saluran pencernaan dan Kalicy 
menyerang pernapasan.  
  Dwi Kurniawan mengaku member nonaktif Cat Lovers Ngawi  yang 
bergabung dalam grup facebook terdiri dari 3.912 owner kucing yang terdiri 
dari beberapa daerah di sekitar Ngawi. Namun tercatat ada sekitar 35 member 
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aktif yang masih rutin kumpul dan memang asli berasal dari kabupaten 
Ngawi.
111
 
 
2. Struktur Organisasi 
  Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan Dwi Kurniawan, Ketua 
komunitas Cat Lover Ngawi menjelaskan di komunitas Cat Lover Ngawi 
tidak memiliki struktur kepengurusan yang resmi, hanya ada admin yang ada 
pada grup yang bertugas untuk mengelola sosial media yang ada. Hanya saja 
biasanya ketika komunitas Cat Lover tersebut hendak mengadakan sebuah 
kegiatan atau event baru akan di bentuk  sttruktur pengurusan yang hanya 
sebatas untuk mengelola acara tersebut yang biasanya terdiri dari ketua, 
sekertaris dan bendahara.
112
 
3. Waktu dan tempat berkumpul 
  Menurut pemaparan Dwi Kurniawan, komunitas Cat Lover Ngawi 
memiliki agenda berkumpul pada hari Sabtu yang biasanya di mulai saat habis 
Maghrib sampai jam 8 malam. Tempat untuk berkumpulnya di halaman parkir 
di depan kantor pendopo atau Pemkab Kabupaten Ngawi. Salah satu 
pertimbangan dalam pemilihan tempat untuk berkumpul tersebut adalah salah 
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satunya karena tempat tersebut merupakan salah satu pusat tempat yang 
banyak di kunjungi oleh para pendatang baik dari dalam kota ngawi maupu n 
dari luar kota Ngawi. 
113
Pemikiran dalam hal pemilihan tempat tersebut masih 
berkaitan dengan tujuan didirikannya Cat Lover Ngawi yaitu memberikan 
edukasi kepada masyarakat umum terkait penolakan atau menepis 
deskriminasi Ras yang selama ini terjadi dikalangan masyarakat.
114
 
  Tempat lain yang biasa di gunakan untuk berkumpul  adalah di 
beberapa rumah member komunitas, kadang sesekali berada di klinik hewan 
milik dokter hewan yang menjadi dokter rekanan dari komunitas tersebut.
115
 
4. Kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas Cat Lover Ngawi 
Bedasarkan pemaparan yang diberikan oleh Dwi Kurniawan, Cat 
Lover Ngawi biasa melakukan kegiatan seputar kucing diantaranya adalah: 
a. Lomba kucing sehat  
 Kegiatan ini menurut pemaparan Dwi Kurniawan, memiliki 
tujuan diantaranya adalah menumbuhkan semangat untuk memberikan 
perawatan yang terbaik kepada kucing oleh owner atau pemiliknya. 
Karena dalam perlombaan ini aspek-aspek yang dinilai dan menjadi 
tolak ukur diantaranya adalah berat badan kucing, kebersihan kucing 
                                                             
113
 Dwy Kurniawan, Pendiri Komunitas Cat Lover Ngawi, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 
Maret, jam 18.30-19.00. 
114
Ibid. 
115
 Ibid. 
73 
 
 
 
baik dari telinga maupun kuku bahkan sampai di mulut, aspek yang 
masuk dalam penilaian yang lain adalah kesehatan bulu yang hal ini 
sangat di pengaruhi dari faktor pola perawatan kucing diantaranya dari 
grooming, vitamin untuk bulu, maupun makanan yang diberikan untuk 
kucing.
116
 
b. Sharing 
 Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh beberapa member 
komunitas yang bekerja sama dengan tenaga ahli dalam dunia kucing. 
Biasanya sharing dilakukan dengan bekerja sama dengan dokter 
hewan dan biasanya kegiatan ini dilakukan di klinik hewan. Kegiatan 
tersebut dikemas dalam bentuk mini seminar yang kurang lebih 
kegiatan tersebut membahas hal-hal terkait cara perawatan kucing, 
makanan yang cocok untuk kucing sesuai ras dan kebutuhannya, juga 
membahas tentang penyakit yang rawan untuk kucing beserta cara 
penanggulangan dan pencegahannya.
117
 
c. Bakti sosial 
 Kegiatan bakti sosial ini biasanya dilakukan dalam rentan 
waktu tiga bulan sekali. Kegiatan ini diantaranya adalah pemberian 
makanan kepada kucing liar, selain itu bakti sosial ini biasanya adalah 
berupa penggalangan dana dan kemudian disalurkan kepada orang 
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yang membutuhkan karena menurut pemaparan Dwi Kurniawan beliau 
berupaya bagaimana caranya menggiring anggotanya dalam komunitas 
tersebut tidak hanya membahagiakan dirinya sendiri akan teta[i juga 
bermanfaat untuk orang lain. 
118
 
B. Proses Transaksi Jual Beli Sistem Booking 
Jual beli sistem Booking biasa diterapkan pada komunitas Cat's Lover 
Ngawi, dengan beberapa alasan. Alasan berlaku jual  beli sistem Booking salah 
satunya di terapkan kepada breeder kucing ternama biasanya memiliki kucing 
yang berkwalitas yang karena calon adopter biasanya merasa khawatir akan 
kehabisan stock tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Khafid Sabidin 
beliau membeli seekor kucing peranakan pedigree yang ia booking  ketika kucing 
yang akan ia beli tersebut berusia 1 minggu. ketika kucing gtersebut masih 
berusia 1 minggu Khafid Sabidin membayar kucing berjenis Peaknose tersebut 
dengan harga 4,5 juta dan mengingat kucing tersebut masih berusia 1 minggu 
maka sudah tentu kucing tersebut belum bisa dipisahkan dengan sang induk. 
Setelah melakukan pembayaran pihak penjual biasanya memberikan update 
terkait perkembangan kucing yang sudah adopter bayarkan dan ketika kucing 
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tersebut sudah berusia 2,5 bulan kucing tersebut dikirimkan kepada pihak adopter 
yang dalam transaksi ini adalah Khafid Sabidin.
119
 
 Salah satu anggota komunitas Cat's Lover Ngawi yang menerapkan jual 
beli sistem booking adalah Dewi Sartika. Sebelum ia memiliki konflik dengan 
salah satu member Cat's Lover Ngawi terkait jual beli sistem booking yang ia 
terapkan bermasalah. Dewi sartika merupakan salah satu member Cat's Lover 
Ngawi akan tetapi ketika ia memiliki masalah dengan salah satu member yang 
lain ia dinilai menjual kucing yang mana antara kucing yang telah disepakati 
dengan kucing ketika di serahkan tidak sesuai maka ia memutuskan untuk keluar 
dari komunitas Cat's Lover Ngawi. Dewi Sartika menyebutkan terkait sistem jual 
beli booking yang ia terapkan dalam transaksi jual beli kucing diawali dengan 
membuat iklan ketika ada anak kucing yang lahir dengan menyebutkan bahwa 
kucing tersebut akan di lepas adopsikan. Dalam kolom caption ia menambahakan 
bahwa kucing tersebut di lepas adopsikan dengan keterangan open booking, yang 
mana hal tersebut menerangkan apabila ada yang minat dengan kucing terssebut 
calon pembeli harus melakukan booking terlebih dahulu.
120
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Setelah pihak penjual yang disini itu Blossom Cat membuat iklan, 
biasanya pihak Blossom Cat mengarahkan kepada calon pembeli untuk 
melakukan negosiasi via telepon atau watsapp.
121
 
Dalam proses negosiasi tersebut pihak penjual yang mana dalam hal ini 
adalah Blossom Cat melakukan penawaran kepada pihak pembeli yaitu Mohamad 
Mukhlis Ramadhan dengan menyebutkan ciri ciri kucing tersebut dan 
menjelaskan terkait sistem pembayarannya yang mana di sana pihak Blossom Cat 
menyebutkan bahwa ketika ada yang minat maka calon pembeli di haruskan 
terlebih dahulu membayar sejumlah uang muka ataupun melakukan pembayaran 
secara lunas terlebih dahulu.
122
 
Kemudian berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak Blossom 
Cat maka Mohamad Mukhlis Ramadhan yang waktu itu merupakan calon 
pembeli menyetujui  transaksi tersebut. Berdasarkan pemaparan yang diperoleh 
oleh Mohamad Mukhlis Ramadhan kucing yang dijual adalah memiliki ras 
flatnose dengan harga 900.000,- kemudian mengingat sistem yang diterapkan 
oleh pihak Blossom Cat adalah sistem booking maka Mohamad Mukhlis 
Ramadhan melakukan pembayaran dimuka ketika transaksi tersebut disetujui.
123
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Karena kucing yang dijual oleh Blossom cat masih berumur 2 minggu, 
maka setelah pembayaran dilakukan oleh Mohamad Mukhlis Ramadhan ia tidak 
bisa langsung mendapatkan barang yang ia beli akan tetapi ia harus menunggu 
kucing tersebut setelah berusia 2 bulan untuk siap dilepas adopsikan. Kucing bisa 
untuk diadopsi ketika kucing tersebut berusia lebih dari 2 bulan karena memang 
ketika kucing berusia kurang dari 2 bulan kucing tersebut masih sangat 
membutuhkan asi dari sang induk yang demikian ini apabila kucing diserahkan 
ketika kucng btersebut berusia kurang dari 2 bulan akan rentan mati.
124
 Menurut 
pemaparan Arie Widya salah satu admin dari komuntias Cat Lover Ngawi Syarat 
anakan kucing yang sudah siap untuk di lepas adopsikan kurang lebih ada 
beberapa antara lain: 
a. Kucing berusia minimal 2 bulan; 
b. Kucing dalam keadaan sehat;  
c. Kucing sudah diberikan obat cacing atau vaksin (lebih di utamakan); 
d. Kucing sudah mampu untuk makan sendiri.125 
Dan ketika kucing tersebut berusia lebih dari 2 bulan pihak Blossom Cat 
memberikan kabar kepada pihak Mohamad Mukhlis Ramadhan bahwa kucing 
tersebut sudah siap untuk dikirim dan akan dikirim.  
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Akan tetapi dalam hal ini pihak pembeli Mohamad Mukhlis Ramadhan 
merasa dirugikan karena ketika ia sudah menerima kucing tersebut ternyata 
kucing yang ia terima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan oleh pihak 
Blossom Cat, yang mana pihak Blossom Cat menjelaskan bahwa kucing yang ia 
jual memiliki ras Kucing Persia Flatnose akan tetapi kucing yang sampai adalah 
kucing yang memiliki ras medium yang mana dalam hal ini kucing persia medium 
tersebut memiliki harga di bawah kucing ras flatnose.
126
 
Akan tetapi ketika pihak Mohamad Mukhlis Ramadhan melakukan 
complain kepada pihak penjual terkait objek yang tidak sesuai dan meminta ganti 
rugi akan tetapi pihak penjual enggan memberikan ganti rugi dengan alasan objek 
berubah dengan sendirinya tanpa campur tangan pihak penjual.
127
 
C. Proses Penyelesaian Permasalahan Dalam Komunitas Cat's Lover Ngawi. 
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BAB IV 
ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM 
TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM BOOKING 
A. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam 
Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli jual beli kucing 
sistem booking adalah jual beli yang mana dilakukan ketika kucing belum siap di 
adopsi akan tetapi pembeli harus membayar di muka ataupun sekedar membayar 
uang muka terlebih dahulu dan baru akan melakukan pelunasan ketika kucing sudah 
siap untuk di adopsi.
128
 Jual beli dengan model ini dalam islam lebih dikenal dengan 
istilah jual beli salam, Jual beli salam atau salaf adalah jual beli dengan sistem 
pemesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. 
Dalan hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. 
Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan 
"Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang 
pembayarannya dilakukan dengan pemesanan barang.” Pada dasarnya Akad jual beli 
itu boleh dilakukan asalkan para pihak sepakat untuk melakukan transaksi itu. Sesuai 
apa yang telah tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 29 sebagai berikut: 
 وضاىرىػت ٍنىع نةىراىًتِ ىفويكىت ٍفىأ َّلاًإ ًلًطاىبٍلًاب ٍميكىنٍػيىػب ٍميكىلاىوٍمىأ اويليكٍأىت ىلا اوينىمآ ىنيًذَّلا اىهُّػيىأ اىي ٍميكٍنًم   ۚ 
 ٍميكىسيفٍػنىأ اويليػتٍقىػت ىلاىك  ۚ  ٍميكًب ىفاىك ىوَّللا َّفًإانميًحىر  
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Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
129
 
Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 
transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi 
muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 
sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 
memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain 
dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari‟at. Kita boleh 
melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas 
saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, 
baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan 
semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih 
Sayang kepada kita.
130 
Rukun salam ada lima hal, yaitu: 
1) Orang yang memesan (muslam) atau pembeli,  
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2) Orang yang menerima pesanan (muslam ilaih),  
3) Barang yang dipesan (muslam fih),  
4) Modal (ra'su mal al-salam)dan  
5) Akad (ijab dan kabul).131 
 Pada pelaksanaan jual beli sistem booking pada komunitas cat lover Ngawi 
ini  sudah terpenuhi. Pada rukun dua orang yang berakad (muslam dan muslam ilaih ) 
dalam praktiknya dalam jual beli sistem booking pada komunitas Cat's Lover Ngawi 
ini  pihak Blossom Cat yang disebut muslam dan konsumen dalam hal ini Mohamad 
Mukhlis Romadhon atau yang membeli kucing pada Blossom Cat disebut muslam 
ilaih. Selain terkait pihak ang berakad terkait dengan barang yang di pesan dalam 
transaksi jual beli ini juga sudah di sebutkan dimana barang nya berupa kucing yang 
memiliki ras flatnose yang di jual oleh pihak blossom cat kepada Mohamad Mukhlis 
Ramadhan. Dalam hal ijab dan qabul pada transaksi jual beli sistem booking ini 
dilakukan melalui sosial media WhatsApp dengan dibuktikannya adanya bukti 
chating antara pihak pembeli dengan Blossom Cat  hal ini juga sudah di anggap sah, 
mengingat ijab qabul dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya 
menggunakan tulisan dimana adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. 
Hal  ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung  dalam 
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melakukan perikatan atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya  lebih sulit, seperti 
perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.
132
 
Jual beli salam juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 
NO:05/DSN-MUI/IV/2000 juga mengatur perihal penyeraahan barang sebelum atau 
pada waktunya diantaranya: 
1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan 
jumlah yang telah disepakati; 
2) Jika penjual menyerahkan barang dengan yang lebih tinggi tidak boleh meminta 
tambahan harga; 
3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kwalitas barang yang lebih rendah 
maka, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut harga atau 
diskon;
133
 
4) Penjual dapat menyerahkan barang dengan kwalitas dan jumlah barang sesui 
dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga;
134
 
5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau 
kwalitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya maka ia memiliki 
dua pilihan: 
c. Membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali; 
d. Menunggu sampai barang tersedia.135 
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Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-MUI/IV/2000  ini 
belum terpenuhi atau belum sesuai terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan 
penulis disana dijelaskan apabila pembeli mendapatkan barang yang kwalitasnya 
lebih rendah maka pihak pembeli berhak untuk membatalkan kontrak dan meminta 
uangnya kembali. Akan tetapi dalam proses transaksi jual beli sistem booking 
yang terjadi antara Mohamad Mukhlis Ramadhan dengan Blossom Cat ini dimana 
pihak pembeli yakni Mohamad Mukhlis Ramadhan mendapatkan barang yang 
memiliki nilai  lebih rendah daripada barang yang ditawarkan akan tetapi pihak 
pembeli Mohamad Mukhlis Ramadhan tidak dapat membatalkan kontrak dan 
meminta uangnya kembali dengan alasan barang tersebut telah sesuai dengan 
barang yang dahulu disepakati. 
Bedasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-MUI/IV/2000 
disana telah di muat apabila ada perselisihan yang terjadi dalam jual beli salam 
maka persoalannya dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah setelah 
tidak tercapai jalur musyawarah.
136
 Akan tetapi berdasarkan pengamatan yang 
penulis amati pada dasarnya konsumen telah mendapatkan perlindungan dari 
UUPK maupun Hukum Islam. Akan tetapi masyarakat tidak melanjutkan atau 
hanya berhenti pada upaya negosiasi atau tidak melalui pengadilan yang 
berwenang maupun Badan Arbitrase Syari‟ah sesuai yang telah di atur dalam 
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UUPK No.08 Tahun 1999 maupun  Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-
MUI/IV/2000 untuk mempertahankan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan 
dengan alasan tidak mau ribet dengan proses dan prosedur penyelesaian 
permasalahan ini melalui jalur hukum. 
B. Perlindungan Konsumen Menurut UUPK No.08 Tahun1999 
 Dalam transaksi jual beli kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban 
masing masing diantaranya. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 
serta jaminan yang dijanjikan. Hak konsumen ini sudah di dapatkan oleh 
konsumen hal ini dibuktikan dengan dimana dalam instagram milik pihak penjual 
tersebut di sana pihak penjual telah mengunggah beberapa foto kucing yang di jual 
maka dari ini sebenarnya pihak konsumen di berikan kebebasan untuk memilih 
kucing yang ada di sana akan tetapi pihak pembeli tersebut memilih kucing Persia 
Flatnose berwarna abu-abu yang disepakati tersebut. 
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa.
137
 Terkait hak ini belum sepenuhnya terpenuhi 
karena menurut pengamatan peneliti di sini ditemukan adanya unsur ketidak 
jujuran dari pihak penjual yang mana hal ini dibuktikan adanya perbedaan objek 
antara objek yang di perjanjikan dan ketika objek diserahkan. 
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Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan.
138
 Terkait hak untuk di dengar keluhannya ini belum terpenuhi 
hal ini di buktikan ketika pihak pembeli melakukan komplain kepada pihak penjual 
terkait perbedaan objek akan tetapi pihak penjual nya seolah olah tidak tahu 
menahu terkait perbedaan objek tersebut. 
Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
139
 Terkait hak ini sebenarnya pihak 
pembeli sudah mendapakan hal ini karena pada dasarnyaa UUPK No.08 Tahun 
1999 dan juga hukum Islam sudah mengatur terkait perlindungan konsumen salah 
satu diantaranya sudah diatur pula terkait proses penyelesaian sengketanya. 
Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya.
140
 Hak konsumen ini tidak terpenuhi karena ketika 
pihak pembeli mendapatkan barang yang tidaak sesuai dengan barang yang 
diperjanjikan yang mana objek yang di serahkan memiliki spesifikasi lebih rendah 
daripada yang diperjanjikan dan ketika pihak melakukan komplain kepada pihak 
penjual dengan harapan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 
akan tetapi tidak ada respon yang baik dari pihak penjual. 
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Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban di antaranya 
adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 
yang maana aini sudah dilakukan oleh pihak pembeli untuk beritikad baik dalam 
melakukan transaksi kepada penjual.  
Kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dalam hal 
membayar sesuai nilai tukar ini juga sudaah dilakukan oleh pihak pembeli utnuk 
membayar sejumlah uang sesuai harga yang telah disepakati.
141
Mengikuti upaya 
penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Terkait 
mengikuti upaya penyelesaiaan ini belum sepenuhnya dilakukan oleh pembeli.
142
 
Selain terkait hak dan kewajiban konsumen dalam sebuah transaksi jual beli 
pihak pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha di 
antaranya adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang 
diperdagangkan hal ini sudah terpenuhi dimana pihak penjual telah menerima 
pembayaran dari pihak pembeli atas barang yang di jual sesuai dengan harga yang 
di sepakati. 
Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian 
sengketa konsumen hal ini tidak terpenuhi justru sebaliknya ketika telah mendapati 
bahwa pihak konsumen dirugikan dan pihak konsumen telah membuka jalan 
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negosiasi justru dari pihak penjual menutup jalan untuk negosiasi terkait barang 
yang tidak sesuai terssebut.
143
 
Selain hak, pihak pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban dalam 
melakukan transaksi jual beli ini diantaranya: Beritikad baik dalam melakukan 
usahanya hal ini tidak terpenuhi karena dalam transaksi ini ketika pihak pembeli 
merasa dirugikan atas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan barang yang di 
perjanjikan justru pihak penjual seolah-olah tidak mau tau. 
Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, 
dan pemeliharaan.
144
 Dalam hal pemberian informasi yang jujur ini tidak 
sepenuhnya dilakukan oleh pihak penjual yang hal demikian ini dibuktikan dengan 
adanya perbedaan antara objek yang diperjanjikan dengan objek ketika diterima 
oleh pihak pembeli, yang mana hal ini terkesan terdapat ada sesuatu yang secara 
sengaja disembunyikan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. 
 Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau di 
perdagangkan bedasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Hal ini 
tidak terpenuhi karena barang yang diserahkan tersebut pada dasarnya memiliki 
standar mutu barang di bawah standar mutu barang yang di sepakati hal ini terlihat 
dari perbedaan barang yang diterima oleh pembeli dengan barang ya ng di sepakati 
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yang mana barang yang diterima memiliki spesifikasi lebih rendah dari barang 
yang disepakati. 
 Kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
konsumen tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.
145
Hal ini tidak 
terpenuhi karena ketika pihak pembeli merasa dirugikan kemudian pihak pembeli 
melakukan komplain kepada pihak penjual pihak penjual tidak memberikan 
kompenssasi atau ganti rugi akan tetapi pihak penjual justru seolah olah tidak 
mengetaahui terkait perubahan objek tersebut. 
 Secara keseluruhan terkait rukun dan akad jual beli dalam transaksi 
jual beli kucing sistem booking ini sudah terpenuhi akan tetapi terkait hak dan 
kewajiban pelaku usaha dan konsumen belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam hak 
konsumen untuk di dengar terkait keluhannya tidak didengar oleh penjual. Selain 
itu terkait hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 
dan/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai disini 
tidak di dapatkan oelh pihak pembeli. Selain hak konsumen tersebut dalam hal 
kewajiban pelaku usaha tidak sepenuhnya terpenuhi hal ini dibuktikan dengan 
yang mana seharusnya pihak pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, 
dan/atau penggantian apabila barang dan/jaasa yang di terima atau dimanfaatkan 
oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan akan tetapi 
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dalam penelitian yang peneliti lakukan pihak pembeli ketika merasa dirugikan dan 
hendak melakukan complain dengan harapan akan mendapatkan ganti rugi justru 
pihak pelaku usaha terkesan tidak mau tahu dan berdalih tidak mengetahui ataas 
perubahan yang terjadi pada objek jual beli. 
Dalam hal hak dan kewajiban pelaku usaha pada pelaksanaan jual beli sistem 
booking pada komunitas cat lover Ngawi ini  belum terpenuhi terbukti dari hasil 
penelitian yang dilakukan penulis ada salah satu kewajiban pelaku usaha  yaitu 
Member kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan apa yang sudah 
diperjanjikan. Dimana disitu sudah di sebutkan bahwasannya pelaku usaha 
diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang tidak 
sesuai dengan apa yang diperjanjikan akan tetapi dalam transaksi jual beli sistem 
booking yang ada komunitas cat lover Ngawi ini ketika pihak konsumen meminta 
ganti rugi akan tetapi pihak pelaku usaha seolah olah tidak mau tahu. 
Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen mengatur tentang hak-hak dari konsumen. Pada Pasal 4 huruf h 
menegaskan bahwa konsumen memiliki hak hak untuk mendapatkan kompensasi, 
ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketika barang yang 
diterima tidak sesuai dengaan barang yang di tawarkan maka hal itu akan sangat 
mengecewakan pihak pembeli yang nangtinya menimbulkan rasa menyesal dan 
90 
 
 
 
tidak rela yang tentunya demikian ini sangat merugikan pihak konsumen. Pasal 4 
huruf c menegaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang 
benar, jelas dan jujur, berkaitan dengan barang pengiriman yang cacat dan hilang. 
Konsumen yang mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan barang yang 
ditawarkan dan yang sudah disepakati  merasa dirugikan. Padahal pihak konsumen 
sudah memastikan terkait dengan baraang yang di perjual belikan oleh penjual dan 
pihak penjualpun telah memberikan jaminan atas kesesuaian barang yang di 
tawarkan dengan barang yang akan dikirimkan. Dalam hal ini pihak Blossom Cat 
selaku pihak pelaku usaha atau penjual  tidak melaksanakan apa yang sudah ada 
diperjanjian awal.  Konsumen yang melakukan transaksi jual beli kucing sistem 
booking ini meminta kejelasan terlebih dahulu terhadap pihak penjual terkait 
perbedaaan objek barang yang di perjual belikan dengan barang ketika sampai di 
tangan pihak pembeli hanya mendapatkan jawaban pihak penjual atau pihak 
Blossom Cat tidak mengetahuinya dan tidak merubah atau barang yang dikirim itu 
lah yang dahulu ketika bayi ditawarkan. Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan 
karena barang yang dikirim jenisnya dan juga memiliki harga jual di bawah harga 
jual barang yang di perjanjikan.  
 Proses penyelesaian jual beli apabila ada yang bermasalah bisa melalui 
beberapa tahapan diantaranya: 
Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 
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1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum. 
2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 
atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 
bersengketa. 
3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-undang.  
4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh 
para pihak yang bersengketa.
146
 
Selain itu penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui negosiasi 
seperti halnya yang telah di sebutkan pada pasal 45 UU No.08 Tahun 1999 
“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat diselenggarakan 
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya gantu rugi dan/atau 
mengenai tindakan tertentu untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau 
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tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”147merupakan 
sebagai kegiatan tawar menawar untuk saling mendapatkan sesuatu, dalam konteks 
sebagai pilihan yang menyelesaikan sengketa, negosiasi diartikan “suatu tindakan 
yang dilakukan oleh para pihak untuk menyatukan dua kepentingan yang saling 
bertentangan melaalui  proses tawar menawar untuk tercapai sebuah kompromi 
(perdamaian) yang saling menguntungkan. Akan tetapi apabila tidak ditemukan 
titik tengah setelah melalui tahapan negosiasi dalam Hukum Islam juga mengatur 
bedasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:05/DSN-MUI/IV/2000 disana 
telah disebutkan apabila ada perselisihan yang terjadi dalam jual beli salam maka 
persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah 
tidak tercapai jalur musyawarah.
148
 Akan tetapi bedasarkan penelitian yang 
peneliti lakukan pada dasarnya konsumen telah mendapatkan perlindungan dari 
UUPK maupun Hukum Islam. Akan tetapi masyarakat tidak melanjutkan atau 
hanya berhenti pada upaya negosiasi atau tidak melalui pengadilan yang 
berwenang maupun Badan Arbitrase Syari'ah sesuai yang telah diatur dalam 
UUPK No.08 Tahun 1999 maupun fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:05/DSN-
MUI/IV/2000 untuk mempertahankan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan 
dengan alasan tidak mau ribet dengan proses dan prosedur penyelesaian 
permasalahan ini melalui jalur hukum. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Bedasarkan penelitian skripsi mengenai Perlindungan Hukum Terhadap 
Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Booking Perspeektif UU No.08 
Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Komunitas Cat‟s Lover Ngawi) diatas dapat 
disimpulkan sebagai berikut 
1. Jual beli sistem booking adalah jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak 
dimana pihak pembeli harus melakukan pembayaran di muka atau 
pembayaran uang muka terlebih dahulu baru kemudian penyerahan barang 
menyusul dikemudian hari. Dalam komunitas Cat's Lover Ngawi jual beli 
sistem booking dilakukan dengan objek kucing dimana pihak penjual akan 
memasarkan kucing yang dimiliki untuk dijual akan tetapi kucing tersebut 
masih dalam usia yang belum siap untuk dijual ataupun diadopsi, apabila ada 
pembeli yang berminat maka pembeli tersebut harus melakukan pembayaran 
uang muka terlebih dahulu atau pelunasan terlebih dahulu. Setelah melakukan 
pembayaran dimuka maka ketika barang sudah siap untuk diadopsi baru 
barang akan di kirim kepada pembeli oleh penjual. 
2. Perlindungan Konsumen dalam UUPK No.08 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen secara tegas mengatur perlindungan konsumen pada 
pasal 4,5,6,7  UU No.08 Tahun 1999 juga secara tegas menerangkan hak dan 
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kewajiban pelaku usaha dan juga konsumen. UUPK No.08 Tahun 1999 dalam 
pasal 45 dan 47 juga sudah menjelaskan terkait pemnyelesaian sengketa 
antara konsumen dan pelaku usaha. Selain dalam UUPK terkait penyelesaian 
sengketa juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional NO: 05/DSN-
MUI/IV/2000 juga mengatur terkait proses penyelesaian sengketa yang terjadi 
antara pelaku usaha dan konsumen akan tetapi dalam penelitian ini pihak 
konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli kucing sistem booking 
hanya melakukan upaya negosiasi saja dan dari upaya negosiasi tersebut tidak 
memperoleh kesepakatan dimana pihak pembeli tetap pada porsi sebagai 
pihak yang merasa dirugikan. Dikarenakan konsumen tidak melanjutkan 
perkara ini dengan alasan tidak mau ribet dengan proses dan prosedur 
penyelesaian permasalahan ini melalui jalur hukum. 
B. SARAN 
Setelah melakukan penelitian tentang diatas dapat ditarik saran sebagi berikut: 
1) Kepada para pelaku usaha, sudah selayaknya melakukan pelayanan yang 
terbaik untuk pemenuhan hak-hak konsumen, karena pada dasarnya prinsip 
jujur dan amanah sangat diperlukan dalam kegiatan jual beli. 
2) Kepada seluruh konsumen hendaknya lebih cerdas lagi dan lebih teliti ketika 
hendak melakukan transaksi jual beli khususnya melalui media online. 
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LAMPIRAN 1 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Daftar Pertanyaan 
A. Pengurus Komunitas Cat Lover Ngawi 
1. Bagaimana Sejarah awal berdirinya komunitas Cat Lover Ngawi ? 
2. Bagaimana Struktur Organisasi komunitas Cat Lover Ngawi? 
3. Apa saja visi, misi dan tujuan dari komunitas Cat Lover Ngawi? 
4. Kapan waktu berkumpul komunitas Cat Lover Ngawi dan dimana 
tempatnya? 
5. Apa saja kegiatan yang ada di komunitas Cat Lover Ngawi? 
6. Apa saja syarat kucing yang bisa di lepas adopsikan dalam komunitas Cat 
Lover Ngawi 
B. Pelaku usaha  
1. Apa saja jasa yang disediakan  di Blossom Cat? 
2. Bagaimana sistem jual yang diterapkan pada Blossom cat? 
3. Apa saja syarat kucing yang bisa di lepas adopsikan di Blossom cat? 
C. Konsumen 
1. Sejak kapan bergabung pada komunitas Cat Lover Ngawi 
2. Bagaimana Proses jual beli sistem booking yang diterapkan oleh pihak 
Blossom cat? 
3. Apa saja masalah yang timbul dari transaksi tersebut? 
4. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dari permasalahan yang timbul 
tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
DAFTAR RESPONDEN 
NO Nama Umur Tanggal Tempat 
Wawancara 
Agama 
1 Dwy Kurniawan 28 thn 20 Maret 2019 Jl Kyai Mojo, 
Ketanggi, 
Ngawi 
Islam 
2 Arie Widya 30 thn 20 Maret 2019 Jl Kyai Mojo, 
Ketanggi, 
Ngawi 
Islam 
3 Mohamad Mukhlis 
Ramadhan 
20 thn 17 Maret 2019 Jln Kyai Mojo, 
Ketanggi, 
Ngawi 
Islam 
4 Dewi Sartika 20 thn 22 Maret 2019 Jl. Trunojoyo, 
Ngawi 
Islam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
 
PROSES TRANSAKSI JUAL BELI KUCING SISTEM BOOKING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
GAMBAR KOMUNITAS CAT LOVER NGAWI 
1. Kegiatan Berkumpul Komunitas Cat Lover Ngawi 
 
 
2. Kegiatan Wawancara 
 
(wawancara dengan pengurus komunitas cat lover ngawi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(wawancara dengan pihak blossom cat) 
 
(wawancara dengan pihak pembeli dan anggota komunitas) 
 
